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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.I    KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa grasi 

yang diberikan oleh Presiden terhadap terpidana khususnya pada penulisan ini ialah 

terpidana kasus korupsi sebagai Extra Ordinary Crimes, tidak memiliki sebuah 

kriteria. Hal tersebut dilihat dari beberapa poin sebagai berikut: 

V.I.I  Bahwa sejatinya, Presiden memiliki suatu hak prerogatif yang 

diberikan oleh Negara melalui Konstitusi yaitu pada Pasal 14 ayat (1) 

UUDRI 1945 yang menjelaskan bahwa Presiden dapat memberikan grasi 

dan rehabilitasi dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Meskipun 

hak prerogatif merupakan hak istimewa yang dimiliki Presiden, tetapi 

sejatinya hak tersebut tidak dapat dikatakan memiliki kebebasan yang 

mutlak dalam pemberiannya, karena didalamnya masih terdapat campur 

tangan untuk dapat dipergunakannya hak tersebut. Dalam hal ini, 

pemberian grasi yang dilakukan oleh Presiden masih tetap harus dengan 

pertimbangan dari Mahkamah Agung, hal tersebut menunjukan bahwa 

terdapat suatu mekanisme check and balance guna mencegah adanya suatu 

kesewenang – wenangan pada Presiden selaku kepala Negara dalam 

memberikan hak prerogatif tersebut yang dalam hal ini adalah grasi 

terhadap terpidana.  

Terkait dalam pemberian pengampunan berupa grasi oleh Presiden 

selaku kepala Negara, secara normatif tidak ada kriteria tertentu yang 

harus dipertimbangan oleh Presiden dalam memberikan grasi terhadap 

terpidana. Oleh karena itu untuk mengetahui kriteria yang dapat dijadikan 

alasan dalam pemberian grasi terhadap terpidana oleh Presiden , penulis 

menggunakan doktrin milik Utrecht, yaitu: 

c. Kepentingan keluarga dari terpidana; 



86 
 

Maksud dari kepentingan keluarga dari terpidana ialah apabila 

terdapat suatu keadaan yang jika terpidana tidak diberikan 

pengampunan akan berdampak bagi keluarganya, sebagai contoh 

ketika terpidana merupakan tulang punggung dalam keluarganya 

dan apabila terpidana tidak diberikan pengampunan maka keluarga 

tersebut akan memiliki resiko untuk tidak mendapatkan hidup yang 

sejahtera. 

b. Terpidana pernah berjasa bagi masyarakat; 

Apabila terpidana semasa hidupnya pernah melakukan perbuatan 

yang berjasa bagi masyarakat/Negara yang dalam hal ini berjasa 

yang dimaksud dapat kita lihat dengan merujuk pada Undang – 

Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda 

Kehormatan yang di mana pada Pasal 26 huruf c sampai dengan 

huruf g dan Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 

2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan juga 

menyebutkan beberapa syarat yang dimaksud sebagai seseorang 

dapat dikatakan berjasa apabila ketika orang tersebut pernah 

melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir 

sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya; pernah 

melahirkan suatu gagasan atau pemikiran besar yang dapat 

menunjang pembangunan bangsa dan Negara; pernah menghasilkan 

karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas 

atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa; memiliki 

konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau 

pernah melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan 

berdampak nasional. Selain itu Pada Pasal 27 ayat (1) juga dijelaskan 

lebih lanjut bahwa berjasa bagi masyarakat/Negara adalah apabila 

orang tersebut pernah berjasa dan berprestasi luar biasa dalam 

merintis, mengembangkan, dan memajukan pendidikan, 

perekonomian, sosial, seni, budaya, agama, hukum, kesehatan, 

pertanian, kelautan, lingkungan, dan/atau pada bidang lain; berjasa 

luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan 
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dan teknologi; dan/atau pernah berjasa luar biasa dalam menciptakan 

karya besar pada bidang pembangunan. 

 

c. Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

Maksud dari terpidana yang menderita penyakit selama menjalani 

masa hukumannya dapat dilihat pada pengertian yang dituliskan 

dalam Permenkumham Nomor3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 

Terpidana yang menderita penyakit harus menyertakan surat 

keterangan dokter yang menyatakan bahwa: 

a. Penyakit yang diderita sulit disembuhkan 

b. Penyakit yang diderita mengancam jiwa atau nyawa, dan; 

c. Selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang 

hidupnya. 

 

d. Terpidana berkelakuan baik selama berada di Lembaga 

Pemasyarkatan. 

Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 

Pada Pasal 5 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 

menjelaskan bahwa dalam hal terpidana berkelakuan baik selama 

berada di Lembaga Pemasyarakatan harus memenuhi dibuktikan 

dengan memenuhi syarat, yaitu: 

a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 

6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian 

Remisi; dan 

b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan 

oleh Lapas dengan predikat baik. 
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Selain itu, Jan Remmelink juga mengemukakan pendapatnya yang 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan untuk memberikan grasi, 

yaitu: 

a. Jika setelah vonis berkekuatan hukum tetap terpidana 

mengalami suatu keadaan khusus yang  sangat tidak 

menguntungkan baginya. Sebagai contoh, terpidana menderita 

penyakit tidak  tersembuhkan atau jika keluarganya terancam 

akan tercerai berai; 

b. Jika setelah vonis berkekuatan hukum tetap, ternyata bahwa 

hakim secara tidak layak telah tidak memberikan perhatian 

pada situasi, yang jika diketahui sebelumnya, akan 

mengakibatkan penjatuhan pidana yang jauh lebih rendah. 

Harus dicermati bahwa hal ini bukanlah alasan untuk 

memohonkan peninjauan kembali. Terpikirkan juga sejumlah 

kesalahan hakim lainnya  yang tidak membuka peluang bagi 

permohonan peninjauan kembali; 

c. Jika semenjak putusan berkekuatan hukum tetap, ternyata 

situasi kemasyarakatan mengalami perubahan total, contohnya 

seperti adanya suatu deklarasi perihal situasi darurat sipil 

karena tidak adanya pangan telah dicabut atau pandangan 

politik yang dahulu berlaku telah mengalami perubahan yang 

mendasar; 

d. Jika ternyata telah terjadi kesalahan hukum yang besar. 

Terbayangkan apabila putusan pengadilan terhadap para 

pelaku kejahatan perang, yang di periksa dan diadili setelah 

perang usai. Melalui grasi , putusan tidak adil terhadapnya 

masih dapat diluruskan.  

 

Dengan demikian, dapat diketahui apa saja kriteria – kriteria yang 

bisa dijadikan sebagai alasan oleh Presiden dalam memberikan grasi 

terhadap terpidana.  

 



89 
 

V.I.II     Dengan tidak adanya ketentuan pada UU Grasi maupun 

Permenkumham tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi 

mengenai tindak pidana apa saja yang dapat diajukan grasi, maka dari itu 

dapat ditarik kesimpulan bahwa semua tindak pidana dapat diajukan grasi 

kepada Presiden termasuk pada tindak pidana Korupsi. Kendati demikian, 

jika melihat bahwa korupsi yang merupakan Extra Ordinary Crimes dan 

memiliki dampak yang masif, maka sejatinya tidaklah tepat apabila 

Korupsi diberikan pengampunan berupa grasi oleh Presiden.  

Melihat pada banyaknya dampak yang diakibatkan oleh korupsi 

kepada Negara dalam berbagai aspek yaitu pada aspek perekonomian 

Negara, korupsi juga berdampak pada keadaan sosial dan kemiskinan, lalu 

terhadap birokrasi pada pemerintahan dan politik serta demokrasi, serta 

korupsi kerapkali berdampak pada penegakan hukum, maka dengan tidak 

memberikan grasi kepada terpidana korupsi adalah hal yang tepat untuk 

dilakukan. Selain itu. apabila melihat pada Negara Indonesia yang telah 

meratifikasi UNCAC 2003 yang pada dasarnya konvensi tersebut secara 

bersama – sama menunjukan bahwa Negara terikat dan turut serta dalam 

hal mencegah dan memberantas tindakan korupsi. Maka dari itu, sejatinya 

para terpidana korupsi tidaklah tepat apabila diberikan sebuah 

pengampunan dalam menjalani masa hukumannya yang dalam hal 

penulisan ini adalah grasi.  

V.II   SARAN 

Jika melihat dari sisi korban, dengan banyaknya kasus – kasus dari 

tindak pidana korupsi dengan kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat 

dan Negara maka sudah sebaiknya bahwa terpidana korupsi tidaklah 

diberikan pengampunan yang dalam hal ini adalah grasi, mengingat bahwa 

korupsi merupakan Extra Ordinary Crimes yang dampaknya bukan hanya 

secara nasional melainkan secara internasional yang salah satunya adalah 

mengganggu roda perekonomian Negara Indonesia. Bagi terpidana kasus 

korupsi yang menderita sakit, dengan tidak diberikan grasi sejatinya tetap 

dapat menggunakan hak yang diberikan oleh Negara terhadapnya untuk 

mendapatkan perawatan baik di dalam maupun di luar Lapas guna 
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merawat penyakit yang sedang dialami sesuai dengan prosedur yang diatur 

pada peraturan perundang-undangan. Selain itu dengan tidak memberikan 

grasi kepada terpidana kasus korupsi diharapkan agar bagi calon – calon 

koruptor menganggap bahwa penerapan hukuman bagi para pelaku tindak 

pidana korupsi bukan merupakan hal yang dapat disepelekan dan terhadap 

hukuman tersebut sejatinya tidak diberikan pengampunan yang dalam hal 

ini adalah grasi.  
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